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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas
limpahan rahmat dan karuniaNya, penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas

Lingkungan Hidup Tahun 2021 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan
Mentri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Rencana Kerja ini memuat
arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan beserta pagu yang dibutuhkan satu
tahun ke depan dengan menerapkan pola perencanaan partisipatif dan perencanaan

teknokratik yang diselaraskan dalam forum SKPD.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2021
yang telah disusun dirasakan masih belum sempurna, sehingga saran dan kritik
dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan substansi dokumen ini

sangat diharapkan.

Selanjutnya, dokumen ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai
panduan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021

dan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerabh,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa SKPD menyusun Rencana Kerja
yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana
Strategi (Renstra) SKPD, hasil evaluasi program dan kegiatan periode
sebelumnya, masalah yang dihadapi serta usulan program dan kegiatan
yang berasal dari masyarakat melalui musyawarah perencanaan
pembangunan (musrenbang). Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
disusun memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap perangkat daerah dengan berpedoman kepada Renstra
dan RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Sintang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana penjelasan di atas,
didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Sintang Tahun 2016-2021 yang mempedomani visi dan misi Bupati dan
Wakil Bupati Sintang dan diselaraskan dengan tema RKPD tahun 2021
yaitu “Peningkatan Infrastruktur, Pelayanan Dasar dan Sumber
Daya Manusia Melalui Pemulihan Ekonomi Didukung Keterbukaan
Pemerintahan Menuju Sintang Yang Berkelanjutan”.

Permasalahan lingkungan yang muncul dewasa ini pada
dasarnya terjadi karena aktivitas manusia yang mengeksploitasi
lingkungan melampaui daya dukung dan daya tampung sehingga tidak

mengindahkan etika lingkungan. Kondisi ini memicu timbulnya




berbagai perubahan lingkungan dan menyebabkan degradasi daya
dukung dan daya tampung dalam mendukung kehidupan manusia.
Faktor pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat, perilaku manusia
serta aktivitas penduduk merupakan faktor utama pemicu terjadinya
perubahan dan permasalahan lingkungan, sehingga untuk mengatasi
permasalahan tersebut perlu adanya upaya perencanaan dan
pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat di tengah kondisi
keuangan daerah yang sangat terbatas.

Urusan Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar dan dilaksanakan oleh berbagai
instansi sektor yang dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya
dukung dan daya tampungnya. Kelestarian fungsi lingkungan hidup
merupakan prasyarat terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Sintang Tahun 2016-2021, maka tujuan dan sasaran pembangunan
Dinas Lingkungan Hidup diarahkan pada meningkatkan kualitas
lingkungan hidup. Hal ini secara jelas mengisyaratkan adanya keinginan
untuk tetap menyeimbangkan antara upaya eksplorasi sumber daya
alam demi pembangungan dengan kepentingan menjaga lingkungan
hidup. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi diupayakan
untuk diperbaiki melalui berbagai kebijakan seperti rehabilitasi hutan
dan lahan, pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH),
penanganan dan pengelolaan persampahan serta pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang
sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang yang memiliki tugas pokok membantu Bupati
Sintang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup melalui pencegahan, penanggulangan dan pemulihan

kualitas lingkungan, pelaksanaan koordinasi pengawasan, perencanaan,




1.2.

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas lain sesuai

dengan kebijakan Bupati, wajib menyusun rencana kerja tahun 2021.

Hal lain yang tak kalah pentingnya, rencana kerja berfungsi

sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap program dan

kegiatan yang akan dilakukan sehingga dimungkinkan untuk

melakukan perbaikan dan penyempurnaan capaian program dan

kegiatan di masa yang akan datang.

Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Sintang tahun 2021 ini mengacu pada :

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang - Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)




10.

11.

12.

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020 - 2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 No. 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi




13.

14.

15.

16.

17.

Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten
Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten
Sintang Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten sintang Nomor
4);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten
Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
Peraturan Bupati Sintang Nomor 129 Tahun 2016 tentang
Sususunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pemangunan Daerah Kabupaten Sintang;

Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2020 Nomor 40);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.

Maksud

Rencana Keja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang
merupakan arah dan pedoman bagi unit kerja sekretariat, bidang-
bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sintang dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan

a. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan lingkungan hidup sehingga




prioritas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sintang Tahun 2021 sesuai dengan hasil
musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang
diselaraskan dengan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup.
Memastikan bahwa prioritas program dan kegiatan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang sesuai dengan urusan
pemerintahan yang ditangani pada tahun 2021.

Tersedianya instrumen pengawasan dan evaluasi program
pada kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang di
tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang

tahun 2021, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan

dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I

BABII

BAB III

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah




3.3. Program dan Kegiatan

BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BABV PENUTUP




BAB 11
HASIL EVALUASI
RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang sebagai salah satu
perangkat daerah di Kabupaten Sintang berkewajiban dalam
mendukung upaya pencapaian Kkinerja pembangunan yang telah
ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya. Guna melaksanakan tugas tersebut, maka dalam tahap
perencanaan perlu didahului dengan penyusunan rencana kerja.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Sintang merupakan penjabaran perencanaan pembangunan dalam 1
(satu) tahun dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Untuk mengetahui tingkat
capaian program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah disusun dapat
dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodik. Pada Renja ini, disajikan pengukuran
kinerja sasaran berdasarkan hasil dari pelaksanaan program dan
kegiatan/sub kegiatan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang
selama tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2020 dan

perkiraan target tahun anggaran 2021.

2.1.1. Evaluasi Program Tahun 2019 Anggaran (n-2)
Untuk melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan pada
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tahun Anggaran 2019,
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)




2.1.2.

Kabupaten Sintang tahun anggaran 2019 sebesar
Rp.24.115.048.552,00, dengan realisasi sebesar Rp. atau sebesar
62,73 %.

Rendahnya realisasi anggaran tahun 2019 pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Sintang disebabkan karena rendahnya realisasi kegiatan
yang bersumber dari dana DBH-DR. Pada tahun 2019, kegiatan yang
bersumber dari DBH-DR masih berada pada tahap penyusunan rancangan
teknis kegiatan untuk 17 Kelompok Tani Hutan (KTH) dari 27 KTH yang
direncanakan. Kegiatan pengadaan barang/jasa untuk 27 KTH baru akan

dilaksanakan pada tahun 2020.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2021 (n-1)

Pada tahun 2020, target pendapatan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sintang sebesar Rp.400.000.000,00. Sedangkan anggaran
belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang yang bersumber dari
APBD Kabupaten Sintang sebesar Rp. 25.001.181.619,90 (Dua Puluh
Limas Miliar Satu Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus
Sembilan Belas Rupiah Sembilan Puluh Sen), dengan rincian Pendapatan
Daerah sebesar Rp.400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah), Belanja
Tidak Langsung sebesar Rp.5.383.601.253,91 (Lima Miliar Tiga Ratus
Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Satu Dua Ratus Lima Puluh Tiga
Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen), Belanja Langsung sebesar
Rp.19.617.580.365,99 (Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Belas
Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima
Rupiah Sembilan Puluh Sembilan Sen) . Anggaran tersebut digunakan
untuk melaksanakan 16 program dan 57 kegiatan. Pada tahun 2020 ini,
diharapakan Dinas Lingkungan Hidup dapat mencapai target kinerja yang
telah ditetapkan, baik secara anggaran maupun fisik kegiatan yaitu
mencapai 100% atau setidaknya lebih meningkat dibandingkan pada tahun
anggaran 2019.

Adapun anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Sintang Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.




Tabel 2.1
Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang

Tahun 2020
No. | Uraian Belanja Alokasi Anggaran
L. Belanja Tidak Langsung Rp. 5.383.5601.25391
2. | Belanja Langsung Rp. 19.617.580.365,99
jumlah Rp.  25.001.181.61990

Rekapitufasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang
sampai tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel 2.2,

10
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Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
melalui pencegahan penanganan, penanggulangan dan pemulihan
kualitas lingkungan, pelaksanaan koordinasi, pengawasan, perencanaan,
monitoring, evaluasi dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan
kebijakan Bupati. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tahun
2019 melaksanakan 14 program, dan 53 kegiatan, dengan beberapa
capaian indikator sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan
program yang berisi kegiatan rutin setiap Perangkat Daerah,
persentase capaiannya pelayanan adminitrasi perkantoran sebesar
97, 41%. Target realisasi anggaran program sebesar 100% sudah
hampir tercapai karna hampirsetiap kegiatan sudah lebih dari 90%
meskipun karena terdapat beberapa kegiatan yang realisasi
kegiatannya sangat rendah di bawah 90%, diantaranya pada
kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional hanya sebesar 28,64%, kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan sebesar 82,53% dan Kkegiatan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
sebesar 80,00%.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Persentase capaian program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur telah mencapai target sebesar 99,65%.
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini meliputi kegiatan
pengadaan mebeleur, pengadaan perangkat komputer dan printer,
kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor, kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer

dan Printer.
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Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur berisi pengadaan
pakaian dinas beserta kelengkapannya telah mencapai target
sebesar 100%.
Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur meliputi Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan
realisasi anggaran belum mencapai target karna dibawah 90%
yang mana realisasi sebesar 86,48%.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Persentase capaian program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 98,32%
atau dapat dikatakan telah mencapai target yang telah ditetapkan.
Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu kegiatan
penyusunan pelaporan keuangan semesteran, kegiatan penyusunan
pelaporan keuangan akhir tahun, kegiatan penyusunan rencana
kerja perangkat daerah dan kegiatan penyusunan RKA SKPD.
Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan

Persentase capaian Pengembangan Kinerja Pengolahan
Persampahan belum mencapai target karna ada kegiatan yang
realiasi dibawah 90% yaitu kegiatan Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK) yang mana realiasi
sebesar 48,27%.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup

Program pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yang meliputi
kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura, Pemantauan
Kualitas Lingkungan, kegiatan Penjunjang Layanan Laboratorium
Lingkungan, kegiatan Penunjang Komisi Penilai AMDAL, kegiatan
Pengawasan Kualitas Lingkungan Daerah Investasi, kegiatan

Pelayanan, Pengaduan Kasus dan Penyelesaian Sengketa
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10.

11.

Lingkungan Hidup, kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi
Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPDLH), dan
kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan UKL-UPL dan AMDAL
dengan realisasi sebesar 98,20% yang mana sudah hampir
mencapai target 100%.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
terdiri dari dana DBH-DR yang mana terdapat Kkegiatan
Pembangunan Konservasi Tanah dan Air dengan persentase
capaian program sebesar 94,40%.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang meliputi 2 (dua) kegiatan,
yaitu kegiatan Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan dan kegiatan enyusunan Pelaporan Kegiatan
Dinas Lingkungan Hidupyang mana persentase capaian program ini
sudah hampir mencapai target 100% yaitu sebesar 98,94%.
Program Pengendaliaan Kebakaran Hutan

Program Pengendaliaan Kebakaran Hutan meliputi kegiatan
yang bersumber dana dari DBH-DR. Pada program ini terdapat 3
(tiga) kegiatan yaitu kegiatan Sosialisasi dan/atau Penyuluhan
Pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan, kegiatan Penerapan
Agroforesty dan kegiatan Penyusunan Rancangan Teknis
Agroforesty dengan realiasi sebesar 591% yang mana belum
mencapai target 100% karna ada kegiatan belum dilaksanakan dan
dianggarkan kembali pada tahun 2020.
Program Pengolahan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program Pengolahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdiri dari
2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan Pemeliharaan RTH dan kegiatan
Penataan Taman dalam Kota dengan realisasi sebesar 99,68% yang

mana sudah hampir mencapai target 100%.
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12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
terdiri dari dana DBH-DR yang mana terdapat Kkegiatan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran
dengan persentase capaian program sebesar 8,17% yang mana
kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan maksimal karna
dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.
13. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Program Pengelolaan Areal Pemakaman terdiri dari 2 (dua)
kegiatan yaitu kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pemakaman dan kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pemakaman dengan realisasi program sebesar 99,88% yang telah
hampir mencapai target 100%.
14. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah
Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah terdiri dari 2
(dua) kegiatan yaitu Peringatan hari Lingkungan Hidup dan
kegiatan Pameran Pembangunan dengan realisasi program sebesar

98,55% yang telah hampir mencapai target 100%.

Selanjutnya, analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat

pada tabel 2.3 berikut ini :

20







TAREL 1.3

PERCASAIAN KT RERIA, PELAYARA K PERLAPMSTEAT DAEREH

ERFUPETEM SIMT ANG
B P 7 Fabs 1 Bk P 7 Pk Py [T 1 Pairi
B Fakel 1 Fabet 1 B - IFaket | 3 Pwen 1 Pam
I Pkt L Pabirt L] 1 Pakii 10k 1 Palie
Bl asng 3 Deaing WCeany | B1Twaey | K Curg i Ceang 8. Crwmy Uil |
| Mepirem i Dok Lrssn 1 Eink rpain 1 Gohuisen
Bcorirum dan Pulakiarsan Aol SEFG | o 1 Dedmren | [mgrmee 1 it 1 Mt s L
aarlah Lagosan Emargan dide fahae
Pewyunanan Falapor s de Aaesy SKP dn Laporan Hasil Kogedinei i i i ¥ Laper. | Lasoran 1 Lazers
F F i P = i o il 1 Lipran Lipanin 1 L e Aafueas |apuman - n
Takaa FRFD
arvdats | g e an bruigdn
amsediraryd dur Progwarn Lageian Boala rary e pprabenerera by i SEFTH L
Krrng e Bubrsn Trisalin/ferteeileian | Laporen Koordram Bervsiimus Lipoetes 1Lipgn 1 i 1 Lapis g £ Lapmdis 1 Rapawan | Lmgcawn | Lz 1 Lapawrarn
LD 5 Triva iy S ererirTan
SEPR

11




Feryuraran Palepeaan dsy Ard bk

I.I..llllﬁh Dt Pels poddin a3 i RASRH

Irda parrar Liraen Kardrr aacg Disesliaian

Frogresii drabaa Srgganin Fragrosm Feslatn i Ry an 1 Endurrem 1 Bvkurem 1 Lehamen 1 Ckiinid 1 Dkt 1 lobemen 1 Dol e 1 T iies
ridan Pularhin Pagisd
rackon s das Furge Awviak WTH garg b loies 1 Deskisnen 1 Cearg - 1 Oeang 1 Drang
| Faker & Puket 1 P 1 Fulkei & Pabet s Pt ! Pube 1 Bpiy
Pastpdiiadt Pryalalas din Prrleeghagar bmin by Pah el P lilan dar Forien ghsoas
| | Pl 1 Fibst 1 Fabst 7 Py 1#giei 1 Fubm 1 Rakan 1 Paier L Palef
Pervpadman Bahas Logsth Ko W Pabei ‘gLl fa pboe yurg - & Pake § i 1 Pk 4 Fulit 4 Fging 3 Paby L Paker
Ferpchgan lireng Leabar dan L4 Pabrt arargeeinbae due
AR 1 Puke T Paket i Pt 1 ¥den 1 Fakst 1 e L Paba; L Paker
Pravyjrbirjia s Hips! Epordmis: das Inilih Lasodan Fergrerggares Hapal
IE-ul:im chard B diond YPYY L1 Lapuarise 13 Liyunirs 10 Lapainn 5 Lagoran i L W Liporan I Lasaiais % Lepain
Jamilib Eabrn Peryedisnn s Surm
Perrpevhaar i Yars| Merraes R AR S ey LLE T ] Lerviad
Juwdihs lifae ap. Paipriade law
Ferrlidan b Fosvarlbos Suirber (ape
N i Lk Risianfand Lefnbe Datys Kir gan Liviri 13 Bdan 13 Baidam L2 Bwkiy 11 Bukam 11 Badwn 1 Waiany L Baden LE Ban
wu vy [riedainy
Arkd b Lpur s Perppeabiann bms
(Fersediaan ima Peigpran Leom Saekoe BT Badas 17 Budasi L1l Besllann 22 Walen 11 Eadan 11 Paalan 18 Bular 17 Iidss

22




Ferrpmb ab b feaesfaraan Rag
Prrrebbarans rhan Pagh Copibergin

brmiah Errbirasn Pevivdrgan (bus alau

Crndirasn Do b betan peng, Gpckare 1 it 1 vy | s L Linit g 1 Ui 1 Lt 1 U=k
Ferorangan ren aiau EBredaraan Beas T . TRy Jra—
bk
Perrpembaan law Previes e Bigs .-1:' i i I:nn:'"
Perelharase  Pagh, dan fresman S 37 Ui T Uit AT sk 17 Usi 2 Ui AT Und AT Unit ERLL,
’ Depwbtane dar Dits peskns Pagah rlan
mmli raan Deratd Dpwevasona sae Ligsngar —
PRGA A A R ARGUA N | K LG A
sinur
ijiny Lingiwngen didup
I¥LH apumien i
Parytmsten rien Priskusresn i prod lels® Dobureen Uf Busbban Leghongen
ERF s ng Bar pnormi W primizalan Hirksap Diabnarokan lefadap beds | Lilngsais | Tskararn 1 Ok
Turryuab Bk |ngiamgur bidap Tavwh, A, Lkiury om Esni
PEAGERETLLAN PEACE Wlaran
REMFAKAN LML AN
Paacs runnn durfutau
Lisghtiajas <icup
Enraingid Ssrivennuni. dar fogammm Larndnh Do L Masmmm Lingt
Percaguian Fenceraman Lngiungen Sdon (Lo vl o o bardio Msdin 11 Dakimsan ¥ Dokisvan B Dok 14 Dipkigraen i Doy A Dmkareer 6 Dgbamen | 14 Doburen
[ilaiasns bai Testa g p lluls Tanab, Ak,
Foman, i lwiara dor o
Lidgim, dae Lauk
. = ' iarvah 8 diraw 1l
Pergedaliae Trdn Gou Bursh K et [y Mu“"" = 1 Echurren i ] 1 D - 1 Debaien | Fkiimans 1 Dalaimisa 1 Dieivsmymn 1 Cedureen
W) dan Rabiyriond P stabian R EIII " . '
Ve by Prrga i Crdvoh L, Feogsian
Pergeiolass Libocaiorim lnghengsn Lo oo poubin Uigiangan das & Bukumas I Duurmen I0skemen | L Dokerm § Dobismen 1 Dusbsisrs 1 Debiguins | 1 Bokumen
[ L PTAE  PE " PP
Prrmrsaian danateu
Lrggirsrgen Hidi
Vo bii | 8 sl e e
| Byt L e Fiveae Beragaian Frirrgala e forneredi e deralad
| Pacemrar o= s et Bt prunaiae Lrsghurgen Hidup pasds 10 Lapainn F7 Lagainn 1T Laparus 1T Laparan I'¥ Lageran 1T iaperas T Lapmeany M lapaan
| Lngearqar leup pecs Mavyarakal Wasymraics: di e bupsen Kot peng
TEbik ki haa
e P smrran oy Forn by L iy o vl o e
i urtaies Sonnabr Lnglinge: ribep Sl | Stewd ) i | i ] SR Alwwsn | Dupoan | 3lapes
Prwummsaiin
Linghsngan Higus
Siiremisi| dun Foipbiivmaet | Morulalh. Dekirneh Hasd Roorsius), 1 Sk 1 ix | Cokurnen 1 Eokiamen 1 ficALore 1 ik 1 Dk 1 [t

Srirnanasd dan Pl b nsan Bebabdilise

23




{aase TH wang DHiseods Laghap

==

Pangaidanr Baang Tastaikd e HIH & nga n Eabupuren/ii E Tha SFha 5,1 5T e B Tia 53 Ha &P 57T
| brriah Rk L PEEFLTY PRI
Trkre, Paririufan Lingkunges e hursd | ik sy | Dk s s 1 [usbugmran I Dehwrasn b Dvkinavests 1 Dishassaps 1 Degrgmren 1 Dausman
WA apnkan o pang e kin
AFTEE Lafeaa Cdri Uneifes cary' e les
Eorgudlar varg s v lngregsn Lepora
Persriupan Unghanges, Serst dstiqakan 1 Lagzman N Lapsran 1 e 1 Lrpman t LazEmann ¥ apeans 1 Ligurmam i
st wid ik Poriert uidach Dy a0
frrlsty W awymrakat/ls b gs
HasarsirThaely Ik Theds
Frrakd Ban Flammsil pasy Cuvls i e 5 Selolah ool I hnint 1 rhiniak A Srbnlah §riarkrdan 1 Sehnlsh I Rhrlihy
i liss daigha APLS
inas 3
" . . : L Ovkidnen 1 D 1 1 T Ik 1 Bk i 1 Dhishapmie 1 Dt 1 Daiperen
Frrangenar wsrqsh dengan melshjdian o sany Sladsn
Ferskatun, Pespurepois. Pengarghuiin, (o s o Blangio Eluiah, Evsvees 1 Lipuras 1 Ligatun } Laporan 1 Lapwan 1 Laperma 1 Lagatin 1 Lagsian | Lagmiun
Friguei ki dgn breyiaemar Lhhe Samzak i TR TP 5P Kk X
i FRa T e e Cabupa ey Rote
Ferds ghains Aecas St Macyai skat defage |Jrnled Laporas Wagh Bl g
Prngrkstian Feissmptisn [T— b Lapray 1 tapran 1 Loy § LEpain | Lagmsn 1 lapxmas | Laoaan 1 Lagsman
b dan Wak-orasd P il
rurnlah Lazcdan Wahare i jash
e Prawiare Feagriiass - " Frey 1 et i 1 Lidjwrwas 1 Ligacrar L Laparan | Lo 1 Lapoean 1 Leporar j BT
Pesiderguitiar




2.3.

2.4.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Sintang yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di

bidang lingkungan hidup melalui pencegahan penanganan,

penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan, pelaksanaan
koordinasi, pengawasan, perencanaan, monitoring, evaluasi selama
tahun 2019 menghadapi berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Tingkat pelayanan penanganan sampah masih rendah.

2. Sarana prasarana dan alokasi anggaran pengelolaan lingkungan
hidup seperti penanganan persampahan, pengelolaan RTH,
konservasi lingkungan dan kegiatan pengelolaan lingkungan
lainnya yang belum memadai Sarana prasarana dan alokasi
anggaran pengelolaan lingkungan hidup seperti penanganan
persampahan, pengelolaan RTH, konservasi lingkungan dan
kegiatan pengelolaan lingkungan lainnya yang belum memadai.

3. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup.

4. Masih kurang memadainya kapasitas sumber daya manusia baik
dari sisi kuantitas maupun kualitas mulai dari perencana hingga
pelaksana kegiatan yang belum sebanding dengan peningkatan
permasalahaan lingkungan hidup.

5. Fungsi monitoring dan evaluasi belum dapat dilaksanakan secara
optimal

6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan monitoring

dan evaluasi di bidang lingkungan hidup belum optimal.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD)
merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun,
yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh perangkat daerah
dengan prediksi pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD
maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi

pedoman penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Lingkungan Hidup
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Kabupaten Sintang serta menjadi acuan dalam proses penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi
dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal
tersebut untuk mengakomodir kebutuhan perangkat daerah yang
belum tercantum dalam rancangan RKPD. Rancangan awal program
dan kegiatan perlu dilakukan penyesuaian dengan perencanaan kinerja
Dinas karena perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dan akan dilaksanakan
melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang
sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan
rencana capaiannyayang merupakan representasi tugas pokok dan
fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. Di samping itu,
dokumen rencana kinerja juga memuat informasi
tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan
rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui
keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan
programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sintang disusun berdasarkan pada dokumen Rencana
Strategis 2017-2021, sehingga diperlukan adanya review atas program
dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan yang telah
tercantum di dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
merupakan kebutuhan dan merupakan skala prioritas untuk
dilaksanakan. Hal ini merupakan upaya untuk mengakomodir rencana
kerja dinas guna mendukung fungsi perlindungan dan pengawasan
lingkungan hidup.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sintang
Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan
Awal RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2021 dengan hasil analisis
kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021. Adapun hasil review
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terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2021
disajikan pada tabel berikut:
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Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2021

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No. Program/ Kegiatan | Lokasi Indikator Target | Pagu Indikatif Program/ Lokasi Indikator Target | PagulIndikatif | Penting
Kinerja Capaian Kegiatan Kinerja Capaian
1 | Urusan Kab. Urusan Kab.
Pemerintahan Sintang Pemerintahan Sintang
Wajib Yang Wajib Yang
berkaitan dengan berkaitan dengan
Pelayanan Dasar Pelayanan Dasar
Urusan Kab. 1.639.998.968 | Urusan Kab. 2.730.089.629
Pemerintahan Sintang Pemerintahan Sintang
Bidang Pekerjaan Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Umum dan
Ruang Penataan Ruang
01 | Program Kab. Persentase 100% 1.499.999.700 | Program Kab. Persentase 100% 1.499.999.700
Pengelolaan Sumber | Sintang | Terlaksananya Pengelolaan Sumber | Sintang | Terlaksananya
Daya Air (SDA) Program Daya Air (SDA) Program
Pengelolaan Pengelolaan
Sumber Daya Sumber Daya
Air (SDA) Air (SDA)
1.0 | Kegiatan Kab. Terlaksananya 7 Paket 1.499.999.700 | Kegiatan Kab. Terlaksananya 7 Paket 1.499.999.700
1 Pengelolaan SDA Sintang | Pengelolaan Pengelolaan SDA Sintang | Pengelolaan
dan Bangunan SDA dan dan Bangunan SDA dan
Pengaman Pantai Bangunan Pengaman Pantai Bangunan
pada Wilayah Sungai Pengaman pada Wilayah Pengaman
(WS) dalam 1 (Satu) Pantai pada Sungai (WS) dalam Pantai pada
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Daerah

Wilayah Sungai

1 (Satu) Daerah

Wilayah Sungai

Kabupaten/Kota (WS) dalam 1 Kabupaten/Kota (WS) dalam 1
(Satu) Daerah (Satu) Daerah
Kabupaten/ Kabupaten/
Kota Kota
01 | Pembangunan Kab. Jumlah 7 Paket 1.499.999.700 | Pembangunan Kab. Jumlah 7 Paket 1.499.999.700
Embung dan | Sintang | Embung dan Embung dan | Sintang | Embung dan
Penampung Air Penampung Air Penampung Air Penampung Air
Lainnya yang Lainnya yang
Dibangun Dibangun
03 | Program Penataan | Kab. Persentase 100% 139.999.268 | Program Penataan | Kab. Persentase 100% 310.046.268
Bangunan dan | Sintang | Terlaksananya Bangunan dan | Sintang | Terlaksananya
Lingkungannya Program Lingkungannya Program
Penataan Penataan
Bangunan dan Bangunan dan
Lingkungannya Lingkungannya
1.0 | Kegiatan Kab. Terlaksananya 139.999.268 | Kegiatan Kab. Terlaksananya 310.046.268
1 Penyelenggaraan Sintang | Penyelenggara Penyelenggaraan Sintang | Penyelenggara
Penataan Bangunan an Penataan Penataan Bangunan an Penataan
dan Lingkungannya Bangunan dan dan Lingkungannya Bangunan dan
di Daerah Kabupa- Lingkungannya di Daerah Kabupa- Lingkungannya
ten/Kota di Daerah ten/Kota di Daerah
Kabupaten/ Kabupaten/
Kota Kota
01 | Penataan Bangunan | Kab. Jumlah 2 Paket 100.000.000 | Penataan Bangunan | Kab. Jumlah 2 Paket 286.945.000
dan Lingkungan Sintang | Bangunan dan Lingkungan Sintang | Bangunan
Makam  yang Makam  yang
Ditata Ditata
02 | Pemeliharaan Kab. Jumlah 1 Paket 39.999.268 | Pemeliharaan Kab. Jumlah 1 Paket 23.101.268
Bangunan dan | Sintang Bangunan Bangunan dan | Sintang Bangunan
Lingkungan Makam  yang Lingkungan Makam  yang
Dipelihara Dipelihara
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Urusan
Pemerintahan
Wajib Yang Tidak
berkaitan dengan
Pelayanan Dasar

Urusan
Pemerintahan
Wajib Yang Tidak
berkaitan dengan
Pelayanan Dasar

11 | Urusan 20.992.811.818 | Urusan 20.986.246.259
Pemerintahan Pemerintahan
Bidang Lingkungan Bidang Lingkungan
Hidup Hidup
01 | Program Penunjang | Kab. Persentase 100% 10.117.330.364 | Program Penunjang | Kab. Persentase 100% 9.880.953.589
Urusan Sintang | Terlaksananya Urusan Sintang | Terlaksananya
Pemerintahan Program Pemerintahan Program
Daerah Penunjang Daerah Penunjang
Kabupaten/Kota Urusan Kabupaten/Kota Urusan
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Daerah
Kabupaten/ Kabupaten/
Kota Kota
2.0 | Kegiatan Kab. Terlaksananya 62 Org 5.719.576.750 | Kegiatan Kab. Terlaksananya 62 Org 5.834.891.566
1 Administrasi Sintang | Administrasi 2 Dok Administrasi Sintang | Administrasi 2 Dok
Keuangan Perangkat Keuangan 2 Lap Keuangan Perangkat Keuangan 2 Lap
Daerah Perangkat Daerah Perangkat
Daerah Daerah
01 | Penyediaan Gaji dan | Kab. Jumlah Orang 62 5.696.972.150 | Penyediaan Gaji dan | Kab. Jumlah Orang | 62 Orang 5.776.595.866
Tunjangan ASN Sintang | yang Menerima Orang Tunjangan ASN Sintang | yang Menerima
Gaji dan Gaji dan
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
02 | Koordinasi dan | Kab. Jumlah 1 Dok 13.182.000 | Koordinasi dan | Kab. Jumlah 1 Dok 26.274.800
Pelaksanaan Sintang | Dokumen Pelaksanaan Sintang | Dokumen
Akuntansi SKPD Koordinasi dan Akuntansi SKPD Koordinasi dan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Akuntansi Akuntansi
SKPD SKPD
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03 | Koordinasi dan | Kab. Jumlah 1 Lap 4.422.600 | Koordinasi dan | Kab. Jumlah 1 Lap 14.725.900
Penyusunan Sintang Laporan Penyusunan Sintang Laporan
Laporan Keuangan Keuangan Laporan Keuangan Keuangan
Bulanan/ Bulanan/ Bulanan/ Bulanan/
Triwulanan/ Triwulanan/ Triwulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD Semesteran Semesteran SKPD Semesteran
SKPD dan SKPD dan
Laporan Laporan
Koordinasi Koordinasi
Penyusunan Penyusunan
Laporan Laporan
Keuangan Keuangan
Bulanan/ Bulanan/
Triwulanan/ Triwulanan/
Semesteran Semesteran
SKPD SKPD
04 | Penyusunan Kab. Jumlah 1 Dok 5.000.000 | Penyusunan Kab. Jumlah 1 Dok 17.295.000
Pelaporan dan | Sintang | Dokumen Pelaporan dan | Sintang | Dokumen
Analisis  Prognosis Pelaporan dan Analisis  Prognosis Pelaporan dan
Realisasi Anggaran Analisis Realisasi Anggaran Analisis
Prognosis Prognosis
Realisasi Realisasi
Anggaran Anggaran
2.0 | Kegiatan Kab. Terlaksananya 9 Paket 383.642.710 | Kegiatan Kab. Terlaksananya 9 Paket 222.387.819
2 Administrasi Umum | Sintang | Administrasi 20 Lap Administrasi Umum | Sintang | Administrasi 20 Lap
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah Umum
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
01 | Penyediaan Kab. Jumlah Paket | 1 Paket 3.990.580 | Penyediaan Kab. Jumlah  Paket | 1 Paket 1.982.200
Komponen Instalasi | Sintang Komponen Komponen Instalasi | Sintang Komponen
Listrik/Penerangan Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi
Bangunan Kantor Listrik/Penera Bangunan Kantor Listrik/Penera

ngan Bangunan

ngan Bangunan
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Kantor  yang Kantor yang
Disediakan Disediakan
02 | Pendidikan dan | Kab. Jumlah 2 Org 28.086.000 | Pendidikan dan | Kab. Jumlah 0 Org 0
Pelatthan Pegawai | Sintang | Pegawai yang Pelatithan Pegawai | Sintang | Pegawai yang
Berdasarkan Tugas mengikuti Berdasarkan Tugas mengikuti
dan Fungsi Pendidikan dan dan Fungsi Pendidikan dan
Pelatihan Pelatihan
Pegawai Pegawai
Berdasarkan Berdasarkan
Tugas dan Tugas dan
Fungsi Fungsi
03 | Penyediaan Kab. Jumlah Paket | 2 Paket 21.390.050 | Penyediaan Kab. Jumlah  Paket | 2 Paket 7.480.000
Peralatan dan | Sintang | Peralatan dan Peralatan dan | Sintang | Peralatan dan
Perlengkapan Perlengkapan Perlengkapan Perlengkapan
Kantor Kantor  yang Kantor Kantor yang
Disediakan Disediakan
04 | Penyediaan Bahan | Kab. Jumlah Bahan | 5 Paket 38.051.180 | Penyediaan Bahan | Kab. Jumlah Bahan | 5 Paket 18.968.719
Logistik Kantor Sintang | Logistik Kantor Logistik Kantor Sintang | Logistik Kantor
yang yang
Disediakan Disediakan
05 | Penyediaan Barang | Kab. Jumlah  Paket | 1 Paket 12.439.900 | Penyediaan Barang | Kab. Jumlah  Paket | 1 Paket 12.439.900
Cetakan dan | Sintang | Barang Cetakan dan | Sintang | Barang Cetakan
Penggandaan Cetakan  dan Penggandaan dan
Penggandaan Penggandaan
yang yang
Disediakan Disediakan
06 | Penyediaan Bahan | Kab. Jumlah Bahan | 1 Paket 1.400.000 | Penyediaan Bahan | Kab. Jumlah Bahan 0 0
Bacaan dan | Sintang | Bacaan dan Bacaan dan | Sintang | Bacaan dan
Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan
Perundang- Perundang- Perundang- Perundang-
undangan undangan undangan undangan
Disediakan Disediakan
07 | Penyelenggaraan Kab. Jumlah 20 Lap 306.371.000 | Penyelenggaraan Kab. Jumlah 20 Lap 181.517.000
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Rapat  Koordinasi | Sintang Laporan Rapat  Koordinasi | Sintang Laporan
dan Konsultasi SKPD Penyelenggara dan Konsultasi Penyelenggara
an Rapat SKPD an Rapat
Koordinasi dan Koordinasi dan
Konsultasi Konsultasi
SKPD SKPD
2.0 | Kegiatan Kab. Terlaksananya 25 Lap 3.924.780.700 | Kegiatan Kab. Terlaksananya 25 Lap 3.762.580.000
3 Penyediaan Jasa | Sintang | Penyediaan Penyediaan Jasa | Sintang | Penyediaan
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Penunjang Urusan Jasa Penunjang
Pemerintahan Urusan Pemerintahan Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Daerah Daerah
01 | Penyediaan Jasa | Kab. Jumlah 1 Lap 480.000 | Penyediaan Jasa | Kab. Jumlah 1 Lap 480.000
Surat Menyurat Sintang | Laporan Surat Menyurat Sintang | Laporan
Penyediaan Penyediaan
Jasa Surat Jasa Surat
Menyurat Menyurat
02 | Penyediaan Jasa | Kab. Jumlah 12 Lap 129.960.000 | Penyediaan Jasa | Kab. Jumlah 12 Lap 129.960.000
Komunikasi, Sumber | Sintang | Laporan Komunikasi, Sintang | Laporan
Daya Air dan Listrik Penyediaan Sumber Daya Air Penyediaan
Jasa dan Listrik Jasa
Komunikasi, Komunikasi,
Sumber Daya Sumber Daya
Air dan Listrik Air dan Listrik
yang yang
Disediakan Disediakan
03 | Penyediaan Jasa | Kab. Jumlah 12 Lap 3.794.340.700 | Penyediaan Jasa | Kab. Jumlah 12 Lap 363.2140.000
Pelayanan ~ Umum | Sintang | Laporan Pelayanan  Umum | Sintang | Laporan
Kantor Penyediaan Kantor Penyediaan
Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan
Umum Kantor Umum Kantor
yang yang
Disediakan Disediakan
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Kegiatan Kab. Terlaksananya 32 Unit Kegiatan Kab. Terlaksananya 32 Unit 61.049.204
Pemeliharaan Sintang | Kegiatan Pemeliharaan Sintang | Kegiatan
20 Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan
6. Penunjang Urusan Barang  Milik Penunjang Urusan Barang  Milik
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Daerah Penunjang Daerah Penunjang
Urusan Urusan
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Daerah
01 | Penyediaan Jasa | Kab. Jumlah 27 Unit 21.262.588 | Penyediaan Jasa | Kab. Jumlah 27 Unit 21.262.588
Pemeliharaan, Biaya | Sintang | Kendaraan Pemeliharaan, Biaya | Sintang | Kendaraan
Pemeliharaan, dan Perorangan Pemeliharaan, dan Perorangan
Pajak Kendaraan Dinas atau Pajak Kendaraan Dinas atau
Perorangan  Dinas Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan
atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan
Dinas Jabatan yang Dinas Jabatan yang Dipelihara
Dipelihara dan dan dibayarkan
dibayarkan Pajaknya
Pajaknya
02 | Penyediaan Jasa | Kab. Jumlah 5 Unit 39.981.616 | Penyediaan Jasa | Kab. Jumlah 5 Unit 39.831.616
Pemeliharaan, Biaya | Sintang | Kendaraan Pemeliharaan, Biaya | Sintang | Kendaraan
Pemeliharaan, Pajak Dinas Pemeliharaan, Pajak Dinas
dan Perizinan Operasional dan Perizinan Operasional
Kendaraan Dinas atau Lapangan Kendaraan Dinas atau Lapangan
Operasional atau yang Operasional atau yang Dipelihara
Lapangan Dipelihara dan Lapangan dan dibayarkan
dibayarkan Pajak dan
Pajak dan Perizinannya
Perizinannya
02 | Program Kab. Persentase 100% 0 | Program Kab. Persentase 100% 166.979.930
Perencanaan Sintang | Terlaksananya Perencanaan Sintang | Terlaksananya
Lingkungan Hidup Perencanaan Lingkungan Hidup Perencanaan
Lingkungan Lingkungan
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Hidup Hidup
2.0 | Penyelenggaraan Kab. Terlaksananya 1 Dok 0 | Penyelenggaraan Kab. Terlaksananya 1 Dok 166.979.930
1 Kajian Lingkungan | Sintang Kajian Kajian Lingkungan | Sintang Kajian
Hidup Strategis Lingkungan Hidup Strategis Lingkungan
(KLHS) Hidup Strategis (KLHS) Hidup Strategis
Kabupaten/Kota (KLHS) Kabupaten/Kota (KLHS)
Kabupaten/ Kabupaten/
Kota Kota
01 | Pembuatan dan | Kab. Jumlah 1 Dok 0 | Pembuatan dan | Kab. Jumlah 1 Dok 166.979.930
Pelaksanaan KLHS | Sintang | Dokumen KLHS Pelaksanaan KLHS | Sintang | Dokumen KLHS
untuk KRP yang untuk KRP untuk KRP yang untuk KRP
Berpotensi yang Berpotensi yang
Menimbulkan Berpotensi Menimbulkan Berpotensi
Dampak/Resiko Menimbulkan Dampak/Resiko Menimbulkan
Lingkungan Hidup Dampak/ Lingkungan Hidup Dampak/
Resiko Resiko
Lingkungan Lingkungan
Hidup yang Hidup yang
disusun disusun
03 | Program Kab. Persentase 100% 9.665.541.800 | Program Kab. Persentase 100% 9.627.954.100
Pengendalian Sintang | Terlaksananya Pengendalian Sintang | Terlaksananya
Pencemaran Program Pencemaran Program
Dan/Atau Pengendalian Dan/Atau Pengendalian
Kerusakan Pencemaran Kerusakan Pencemaran
Lingkungan Hidup Dan/Atau Lingkungan Hidup Dan/Atau
Kerusakan Kerusakan
Lingkungan Lingkungan
Hidup Hidup
2.0 | Kegiatan Kab. Terlaksananya 16 Dok 1.374.998.000 | Kegiatan Kab. Terlaksananya 16 Dok 1.345.314.500
1 Pencegahan Sintang | Pencegahan Pencegahan Sintang | Pencegahan
Pencemaran Pencemaran Pencemaran Pencemaran
dan/atau Kerusakan dan/atau dan/atau Kerusakan dan/atau
Lingkungan Hidup Kerusakan Lingkungan Hidup Kerusakan
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Kabupaten/Kota Lingkungan Kabupaten/Kota Lingkungan
Hidup Hidup
Kabupaten/ Kabupaten/
Kota Kota
01 | Koordinasi, Kab. Jumlah 14 Dok 24.999.600 | Koordinasi, Kab. Jumlah 14 Dok 1.311.319.000
Sinkronisasi, dan | Sintang | Dokumen Uji Sinkronisasi, dan | Sintang | Dokumen  Uji
Pelaksanaan Kualitas Pelaksanaan Kualitas
Pencegahan Lingkungan Pencegahan Lingkungan
Pencemaran Hidup Pencemaran Hidup
Lingkungan Hidup Dilaksanakan Lingkungan Hidup Dilaksanakan
Dilaksanakan Terhadap Dilaksanakan Terhadap
Terhadap Media Media Tanah, Terhadap Media Media Tanah,
Tanah, Air, Udara, Air, Udara, dan Tanah, Air, Udara, Air, Udara, dan
dan Laut Laut dan Laut Laut
02 | Koordinasi, Kab. Jumlah 1 Dok 24.999.900 | Koordinasi, Kab. Jumlah 1 Dok 21.501.000
Sinkronisasi dan | Sintang | Dokumen Hasil Sinkronisasi dan | Sintang | Dokumen Hasil
Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Koordinasi dan
Pengendalian Emisi Sinkronisasi Pengendalian Emisi Sinkronisasi
Gas Rumah Kaca, Inventarisasi Gas Rumah Kaca, Inventarisasi
Mitigasi dan Gas Rumah Mitigasi dan Gas Rumah
Adaptasi Perubahan Kaca dari Adaptasi Perubahan Kaca dari
Iklim Sektor Iklim Sektor
Lingkungan Lingkungan
Hidup yang Hidup yang
Dilaksanakan Dilaksanakan
03 | Pengelolaan Kab. Jumlah 1 Dok 1.324.998.500 | Pengelolaan Kab. Jumlah 1 Dok 12.494.500
Laboratorium Sintang | Pengambilan Laboratorium Sintang | Pengambilan
Lingkungan Hidup Contoh Uji, Lingkungan Hidup Contoh Uji,
Kabupaten/Kota Pengujian Kabupaten/Kota Pengujian
Parameter Parameter
Kualitas Kualitas
Lingkungan Lingkungan

dan Dokumen

dan Dokumen
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Mutu yang Mutu yang
Dilaksanakan Dilaksanakan
2.0 | Kegiatan Kab. Terlaksananya 28 Lap 2.245.443.700 | Kegiatan Kab. Terlaksananya 28 Lap 2.237.539.500
2 Penanggulangan Sintang | Penanggulanga Penanggulangan Sintang | Penanggulanga
Pencemaran n Pencemaran Pencemaran n Pencemaran
dan/atau Kerusakan dan/atau dan/atau Kerusakan dan/atau
Lingkungan Hidup Kerusakan Lingkungan Hidup Kerusakan
Kabupaten/Kota Lingkungan Kabupaten/Kota Lingkungan
Hidup Hidup
Kabupaten/ Kabupaten/
Kota Kota
01 | Pemberian Kab. Jumlah 27 Lap 528.416.500 | Pemberian Kab. Jumlah 27 Lap 528.416.500
Informasi Sintang Laporan Informasi Sintang Laporan
Peringatan Sosialisasi Peringatan Sosialisasi
Pencemaran Informasi Pencemaran Informasi
dan/atau Kerusakan Peringatan dan/atau Kerusakan Peringatan
Lingkungan Hidup Pencemaran Lingkungan Hidup Pencemaran
pada Masyarakat dan/atau pada Masyarakat dan/atau
Kerusakan Kerusakan
Lingkungan Lingkungan
Hidup pada Hidup pada
Masyarakat di Masyarakat di
Kabupaten/ Kabupaten/
Kota yang Kota yang
Dilaksanakan Dilaksanakan
02 | Penghentian Kab. Jumlah Sumber 1 Lap 1.717.027.200 | Penghentian Kab. Jumlah Sumber 1 Lap 1.709.123.000
Pencemaran Sintang Pencemar Pencemaran Sintang Pencemar
dan/atau Kerusakan dan/atau dan/atau Kerusakan dan/atau
Lingkungan Hidup Kerusakan Lingkungan Hidup Kerusakan
Lingkungan Lingkungan
Hidup yang Hidup yang
Dihentikan Dihentikan
2.0 | Kegiatan Pemulihan | Kab. Terlaksananya 1 Dok 6.045.100.100 | Kegiatan Pemulihan | Kab. Terlaksananya 1 Dok 6.045.100.100
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3 | Pencemaran Sintang | Pemulihan Pencemaran Sintang | Pemulihan
dan/atau Kerusakan Pencemaran dan/atau Kerusakan Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau Lingkungan Hidup dan/atau
Kabupaten/Kota Kerusakan Kabupaten/Kota Kerusakan
Lingkungan Lingkungan
Hidup Hidup
Kabupaten/ Kabupaten/
Kota Kota
01 | Koordinasi, Kab. Jumlah 1 Dok 6.045.100.100 | Koordinasi, Kab. Jumlah 1 Dok 6.045.100.100
Sinkronisasi dan | Sintang | Dokumen Hasil Sinkronisasi dan | Sintang | Dokumen Hasil
Pelaksanaan Koordinasi, Pelaksanaan Koordinasi,
Rehabilitasi Sinkronisasi Rehabilitasi Sinkronisasi
dan dan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Rehabilitasi Rehabilitasi
03 | Program Kab. Persentase 100% 84.999.205 | Program Kab. Persentase 100% 72.240.005
Pengelolaan Sintang | Terlaksananya Pengelolaan Sintang | Terlaksananya
Keanekaragaman Program Keanekaragaman Program
Hayati (KEHATTI) Pengelolaan Hayati (KEHATTI) Pengelolaan
Keanekara- Keanekara-
gaman Hayati gaman Hayati
(KEHATI) (KEHATI)
2.0 | Kegiatan Kab. Terlaksananya 5,7 Ha 84.999.205 | Kegiatan Kab. Terlaksananya 5,7 Ha 72.240.005
1 Pengelolaan Sintang | Pengelolaan Pengelolaan Sintang | Pengelolaan
Keanekaragaman Keanekaragam Keanekaragaman Keanekaragam
Hayati an Hayati Hayati an Hayati
Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kabupaten/Kota Kabupaten/
Kota Kota
01 | Pengelolaan Ruang | Kab. Luas RTH yang | 5,7 Ha 84.999.205 | Pengelolaan Ruang | Kab. Luas RTH yang | 5,7 Ha 72.240.005
Terbuka Hijau | Sintang | Dikelola Terbuka Hijau | Sintang | Dikelola
(RTH) Lingkup (RTH) Lingkup
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/ Kabupaten/
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Kota Kota
04 | Program Pembinaan | Kab. Persentase 100% 49.999.270 | Program Pembinaan | Kab. Persentase 100% 48.322.340
Dan Pengawasan | Sintang | Terlaksananya Dan Pengawasan | Sintang | Terlaksananya
Terhadap Izin Program Terhadap [zin Program
Lingkungan Dan Izin Pembinaan Lingkungan Dan Izin Pembinaan Dan
Perlindungan Dan Dan Perlindungan Dan Pengawasan
Pengelolaan Pengawasan Pengelolaan Terhadap Izin
Lingkungan Hidup Terhadap Izin Lingkungan Hidup Lingkungan
(PPLH) Lingkungan (PPLH) Dan Izin
Dan [zin Perlindungan
Perlindungan Dan
Dan Pengelolaan
Pengelolaan Lingkungan
Lingkungan Hidup (PPLH)
Hidup (PPLH)
2.0 | Kegiatan Pembinaan | Kab. Terlaksananya 2 Dok 49.999.270 | Kegiatan Pembinaan | Kab. Terlaksananya 2 Dok 48.322.340
1 dan Pengawasan | Sintang | Pembinaan dan dan Pengawasan | Sintang | Pembinaan dan
Terhadap Usaha Pengawasan Terhadap Usaha Pengawasan
dan/atau Kegiatan Terhadap dan/atau Kegiatan Terhadap
yang Izin Usaha yang Izin Usaha
Lingkungan dan Izin dan/atau Lingkungan dan Izin dan/atau
PPLH  Diterbitkan Kegiatan yang PPLH  Diterbitkan Kegiatan yang
oleh Pemerintah Izin oleh Pemerintah Izin
Daerah Lingkungan Daerah Lingkungan
Kabupaten/Kota dan Izin PPLH Kabupaten/Kota dan Izin PPLH
Diterbitkan Diterbitkan
oleh oleh
Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah
Kabupaten/ Kabupaten/
Kota Kota
01 | Fasilitasi Kab. Jumlah 1 Dok 24.999.500 | Fasilitasi Kab. Jumlah 1 Dok 33.322.590
Pemenuhan Sintang | Rekomendasi Pemenuhan Sintang | Rekomendasi
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Ketentuan dan dan/atau Ketentuan dan dan/atau
Kewajiban Izin Persetujuan Kewajiban [zin Persetujuan
Lingkungan Teknis, Lingkungan Teknis,
dan/atau Izin PPLH Persetujuan dan/atau Izin PPLH Persetujuan
Lingkungan, Lingkungan,
dan Surat dan Surat
Kelayakan Kelayakan
Operasi yang Operasi  yang
Diberikan Diberikan
Pengawasan Usaha | Kab. Jumlah 1 Lap 24.999.770 | Pengawasan Usaha | Kab. Jumlah 1 Lap 14.999.750
dan/atau Kegiatan | Sintang | Laporan Dari dan/atau Kegiatan | Sintang | Laporan Dari
yang Izin Usaha yang Izin Usaha
Lingkungan Hidup, dan/atau Lingkungan Hidup, dan/atau
Izin PPLH yang Kegiatan yang Izin PPLH yang Kegiatan yang
Diterbitkan oleh Diawasi  Izin Diterbitkan oleh Diawasi Izin
Pemerintah Daerah Lingkungan, Pemerintah Daerah Lingkungan,
Kabupaten/Kota Persetujuan Kabupaten/Kota Persetujuan
Lingkungan, Lingkungan,
Surat Surat
Kelayakan Kelayakan
Operasi  oleh Operasi  oleh
Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah
Kabupaten/ Kabupaten/
Kota Kota
Program Kab. Persentase 100% 25.000.000 | Program Kab. Persentase 100% 18.480.500
Penghargaan Sintang | Terlaksananya Penghargaan Sintang | Terlaksananya
Lingkungan Hidup Program Lingkungan Hidup Program
Untuk Masyarakat Penghargaan Untuk Masyarakat Penghargaan
Lingkungan Lingkungan
Hidup  Untuk Hidup  Untuk
Masyarakat Masyarakat
Kegiatan Pemberian | Kab. Terlaksananya 3 25.000.000 | Kegiatan Pemberian | Kab. Terlaksananya 3 18.480.500

40




1 Penghargaan Sintang | Pemberian Sekolah Penghargaan Sintang | Pemberian Sekolah
Lingkungan Hidup Penghargaan Lingkungan Hidup Penghargaan
Tingkat Daerah Lingkungan Tingkat Daerah Lingkungan
Kabupaten/Kota Hidup Tingkat Kabupaten/Kota Hidup Tingkat
Daerah Daerah
Kabupaten/ Kabupaten/
Kota Kota
01 | Penilaian Kinerja | Kab. Jumlah 3 25.000.000 | Penilaian  Kinerja | Kab. Jumlah 3 18.480.500
Masyarakat/ Sintang | Masyarakat/ Sekolah Masyarakat/ Sintang | Masyarakat/ Sekolah
Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga
Masyarakat/Dunia Masyarakat/ Masyarakat/Dunia Masyarakat/
Usaha/Dunia Dunia Usaha/Dunia Dunia
Pendidikan/ Usaha/Dunia Pendidikan/ Usaha/Dunia
Filantropi dalam Pendidikan/ Filantropi dalam Pendidikan/
Perlindungan  dan Filantrophi Perlindungan dan Filantrophi
Pengelolaan yang Dinilai Pengelolaan yang Dinilai
Lingkungan Hidup Kinerjanya Lingkungan Hidup Kinerjanya
dalam rangka dalam rangka
PPLH PPLH
06 | Program Kab. Persentase 100% 25.000.000 | Program Kab. Persentase 100% 10.619.000
Penanganan Sintang | Terlaksananya Penanganan Sintang | Terlaksananya
Pengaduan Program Pengaduan Program
Lingkungan Hidup Penanganan Lingkungan Hidup Penanganan
Pengaduan Pengaduan
Lingkungan Lingkungan
Hidup Hidup
2.0 | Kegiatan Kab. Terlaksananya 1 Lap 25.000.000 | Kegiatan Kab. Terlaksananya 1 Lap 10.619.000
1 Penyelesaian Sintang | Penyelesaian Penyelesaian Sintang | Penyelesaian
Pengaduan Pengaduan Pengaduan Pengaduan
Masyarakat di Masyarakat di Masyarakat di Masyarakat di
Bidang Bidang Bidang Bidang
Perlindungan dan Perlindungan Perlindungan dan Perlindungan
Pengelolaan dan Pengelolaan dan

41




Lingkungan Hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan
(PPLH) Kabupaten/ Lingkungan (PPLH) Kabupaten/ Lingkungan
Kota Hidup (PPLH) Kota Hidup (PPLH)
Kabupaten/ Kabupaten/
Kota Kota
01 | Pengelolaan Kab. Jumlah 1 Lap 25.000.000 | Pengelolaan Kab. Jumlah 1 Lap 10.619.000
Pengaduan Sintang | Pengaduan Pengaduan Sintang | Pengaduan
Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat
Terhadap PPLH Terhadap PPLH Terhadap PPLH Terhadap PPLH
Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kabupaten/ Kota Kabupaten/
Kota yang Kota yang
Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti
/Ditangani /Ditangani
07 | Program Kab. Persentase 1024941179 | Program Kab. Persentase 116.0696.795
Pengelolaan Sintang | Terlaksananya Pengelolaan Sintang | Terlaksananya
Persampahan Program Persampahan Program
Pengelolaan Pengelolaan
Persampahan Persampahan
2.0 | Kegiatan Kab. Terlaksananya 3 Lap 1.024.941.179 | Kegiatan Kab. Terlaksananya 3 Lap 1.160.696.795
1 Pengelolaan Sampah | Sintang | Pengelolaan Pengelolaan Sampah | Sintang | Pengelolaan
Sampah Sampah
01 | Penanganan Sampah | Kab. Jumlah Sampah 1 Lap 82.999.972 | Penanganan Kab. Jumlah Sampah 1 Lap 98.671.544
dengan Melakukan | Sintang | yang Dipilah, Sampah dengan | Sintang | yang Dipilah,
Pemilahan, Dikumpulkan, Melakukan Dikumpulkan,
Pengumpulan, Diangkut, Pemilahan, Diangkut,
Pengangkutan, Diolah, Pengumpulan, Diolah,
Pengolahan, dan Diproses Akhir Pengangkutan, Diproses Akhir
Pemrosesan  Akhir di Pengolahan, dan di
Sampah di TPA/TPST/SPA Pemrosesan  Akhir TPA/TPST/SPA
TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Sampah di Kabupaten/
Kabupaten/Kota Kota TPA/TPST/SPA Kota
Kabupaten/Kota
02 | Peningkatan Peran | Kab. Jumlah 1 Lap 146.998.100 | Peningkatan Peran | Kab. Jumlah 1 Lap 141.981.590
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Serta  Masyarakat | Sintang | Masyarakat, Serta  Masyarakat | Sintang | Masyarakat,
dalam Pengelolaan Kelompok dalam Pengelolaan Kelompok
Persampahan Masyarakat Persampahan Masyarakat
atau Para Pihak atau Para Pihak
Lainnya yang Lainnya yang
Terlibat ~ Aktif Terlibat  Aktif
dalam Kegiatan dalam Kegiatan
Pengelolaan Pengelolaan
Sampah Sampah
Berbasis Berbasis
Masyarakat Masyarakat
03 | Koordinasi dan | Kab. Jumlah Sarana 1 Lap 794.943.107 | Koordinasi dan | Kab. Jumlah Sarana 1 Lap 920.043.661
Sinkronisasi Sintang | dan Prasarana Sinkronisasi Sintang | dan Prasarana
Penyediaan Penanganan Penyediaan Penanganan
Prasarana dan Sampah untuk Prasarana dan Sampah untuk
Sarana Pengelolaan Kegiatan Sarana Pengelolaan Kegiatan
Persampahan Pemilahan, Persampahan Pemilahan,
Pengumpulan, Pengumpulan,
Pengangkutan, Pengangkutan,
Pengolahan, Pengolahan,
dan dan
Pemrosesan Pemrosesan
Akhir Akhir
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2.5. Penelaahan Usulan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021,
dilakukan pula telaah terhadap wusulan program dan kegiatan
masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah
dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan
kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun
2020.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan
masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai
dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Lingkungan Hidup disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Sintang
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator | Besaran/ Catatan
Kinerja Volume
1. | Program Penataan

Bangunan dan

Lingkungannya

Kegiatan Penyelenggaraan

Penataan Bangunan dan

Lingkungannya di Daerah

Kabupaten/Kota

Pembangunan Pagar Kelurahan 1 Paket Usulan

Makam Kristen Rawa Kelurahan
Mambok
Kecamatan
Sintang

Pembangunan Pagar Kelurahan 1 Paket Usulan

Makam Muslim Ulak Jaya Kelurahan
Kecamatan
Sintang

Pembangunan Pagar Desa Pagal 1 Paket Usulan

Makam Umum Baru Desa
Kecamatan
Dedai

2. Program Pengelolaan
Persampahan
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Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengelolaan

Persampahan
Pengadaan Mobil Kecamatan 1 Unit Usulan
Pengangkut Sampah Kayan Hilir Kecamatan
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan

rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9

(sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1
2
3
4,
5
6

Peningkatan kualitas manusia Indonesia,

Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing,
Pembangunan yang merata dan berkeadilan,

Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan,

Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa,
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan
terpercaya,

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman
pada seluruh warga,

Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya,
Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2021

adalah ”"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7

Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN

Tahun 2020-2024, yaitu:

PN1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan

berkualitas dan berkeadilan

PN2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

dan menjamin pemerataan

PN3 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan

berdaya saing
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PN4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
PN5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung
pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
PN6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan
bencana, dan perubahan iklim
PN7 : Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi
pelayanan publik
RKP Tahun 2021 enam strategi transformasi ekonomi Indonesia.
Pertama, SDM berdaya saing yang meliputi sistem Kkesehatan,
pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), serta riset
dan inovasi. Kedua, produktivitas sektor ekonomi mencakup
industrialisasi, produktivitas UMKM, dan modernisasi pertanian. Ketiga,
ekonomi hijau meliputi ekonomi rendah karbon, blue economy, dan
transisi energi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang
meningkat, membuka kesempatan kerja hijau yang lebih berkelanjutan
dan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Keempat,
transformasi digital yang terdiri atas, infrastruktur digital, pemanfaatan
digital, dan penguatan enabler. Kelima, integrasi ekonomi domestik
meliputi economic powerhouse dengan fokus pada infrastruktur
konektivitas: superhub, hub laut, hub udara, serta domestic value chain.
Keenam, pemindahan Ibu Kota Negara sebagai sumber pertumbuhan
baru dan penyeimbang ekonomi antar wilayah.

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta
proyek prioritas strategis dalam RKP Tahun 2021 tersebut maka arah
kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Untuk mewujudkan sasaran strategis 1 (SS-1) yakni terwujudnya
lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan
iklim, maka arah kebijakan dan strateginya mencakup:

a. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu:

- Mengendalikan pencemaran udara.
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Mengendalikan pencemaran air.
Mengendalikan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.
Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lahan gambut.

Mengendalikan kerusakan lahan akses terbuka.

Penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan strategi yaitu:

Meningkatkan penanganan sampabh.

Melakukan pengurangan timbulan sampah sekitar 30 % dari
proyeksi timbulan sampah.

Melaksanakan pengurangan tingkat kebocoran sampah ke laut
melalui penanganan sampah di kab/kota, kawasan konservasi
dan destinasi wisata prioritas pesisir dan laut yang menerapkan
pengolahan sampah terpadu.

Meningkatkan pengelolaan B3.

Melakukan Verifikasi pengelolaan limbah B3 dan Non B3.
Melakukan pembinaan dan penilaian kinerja pengelolaan limbah
B3 dan limbah non-B3.

Meningkatkan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dari
kegiatan institusi dan non-institusi serta menerapkan sistem

tanggap darurat limbah B3 di seluruh provinsi di Indonesia.

Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan

lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu:

Fasilitasi dan koordinasi pemulihan Kawasan Hidrologi Gambut
(KHG) yang terdegradasi di 7 provinsi rawan kebakaran hutan
dan lahan dengan luasan 1,5 juta hektar.

Pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, seperti lahan
terlantar/lahan  berkas tambang rakyat dan lahan
terkontaminasi limbah B3.

Pemulihan kerusakan ekosistem pesisir, termasuk padang lamun,

terumbu karang, dan vegetasi pantai.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap

sektor pembangunan dan di daerah, dilaksanakan dengan strategi

yaitu:
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Pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor
serta usaha dan/atau kegiatan melalui penetapan RPPLH, DDDT
Lingkungan Hidup nasional, KLHS dan peta ekoregion nasional
yang menjadi acuan pemerintah.

Peningkatan kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam
penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh
pemerintah, baik pusat dan daerah.

Peningkatan kesadaran sektor swasta/unit usaha dalam
mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan
izin lingkungan, AMDAL dan UKL/UPL Penyiapan lahan untuk
pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) melalui penyiapan
pelepasan kawasan hutan, termasuk untuk TORA dan lain-lain.
Penyiapan policy brief untuk konsep Forest City dalam rangka
perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) termasuk dokumen kajian
lingkungan hidup strategis dan dokumen perencanaan
komprehensif lainnya yang merupakan bagian yang integral dari
perencanaan IKN tersebut.

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk
meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kepedulian
masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup.

Pencegahan dampak lingkungan wusaha dan/atau kegiatan
melalui penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta
penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan.

Identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau

kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi.

Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, yang

dilaksanakan dengan strategi yaitu:

Adaptasi perubahan iklim.
Mitigasi perubahan iklim .
Pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca serta monitoring,
pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi pada tingkat

nasional dan sub nasional.
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Efektivitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)
dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan
Karhutla.

Penyiapan kerangka kebijakan dalam rangka mobilisasi sumber
daya (termasuk skema insentif dan pembiayan) untuk
perubahan iklim dan untuk forum perundingan perubahan iklim
di forum internasional.

Peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan
pemahaman, pengetahuan, dan sains perubahan iklim, dan
informasi teknologi rendah karbon serta penyebarluasan
mengenai pentingnya pembangunan rendah karbon dalam

mengatasi perubahan iklim kepada masyarakat.

Pemulihan DAS dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata

air, yang diupayakan dengan strategi, yaitu:

Meningkatkan luasan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk
pada kawasan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
serta pemulihan ekosistemnya dan rehabilitasi mangrove/pantai
Mengurangi risiko bencana hidrologi (banjir, longsor, erosi dan
sedimentasi) melalui konservasi tanah dan air secara sipil teknis
dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan.

Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan perlindungan hulu
DAS secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas serta kapasitas
sumber daya air.

Mengendalikan ~ kerusakan  perairan  darat  sekaligus
penyelamatan danau dan mata air beserta ekosistemnya pada
DAS prioritas.

Meningkatkan tutupan lahan melalui penguatan peran serta
masyarakat dan dunia usaha dalam reboisasi/penghijauan serta
rehabilitasi dan reklamasi lahan bekas tambang dan lahan-lahan
terlantar lainnya.

Mengembangkan perbenihan tanaman hutan, sumber benih
unggul dan bibit berkualitas untuk menjamin kualitas dan

distribusi serta produktivitas hasil rehabilitasi hutan dan lahan
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3.2.

- Meningkatkan pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak (KPHL)
secara lestari dan semakin maju.

- Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam usaha komoditas
hasil hutan bukan kayu (HHBK).

- Meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan DAS, dan
meningkatkan kapasitas lembaga/forum peduli DAS serta
lembaga/komunitas peduli danau maupun kelembagaan forum
perbenihan tanaman hutan.

Sejalan dengan tema pembangunan nasional serta proyek
prioritas strategis dalam RKP Tahun 2021 serta arah kebijakan dan
prioritas pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sintang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup

2. Penanganan persampahan

3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

4. Peningkatan tata kelola di bidang lingkungan hidup

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan tema RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2021 yaitu
“Peningkatan Infrastruktur, Pelayanan Dasar dan Sumber Daya
Manusia Melalui Pemulihan Ekonomi Didukung Keterbukaan
Pemerintahan Menuju Sintang Yang Berkelanjutan”, maka dengan
memperhatikan tema tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta tujuan dan sasaran
Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021,
dirumuskan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Sintang Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

No.

Tujuan

Indikator
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Tujuan

Sasaran

Tahun
2021

Meningkatkan
kualitas
lingkungan
hidup

Nilai
kualitas
lingkungan
hidup

Meningkatnya
kualitas
lingkungan
hidup

Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup (IKLH)
Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup (IKLH)

Poin

67,52

Cakupan
pengawasan
usaha dan/atau
kegiatan  yang
izin lingkungan
dan izin PPLH
diterbitkan oleh
Pemerintah
Daerah

Perusahaan

42

Rasio Ruang
Terbuka  Hijau
per satuan luas
wilayah ber
HPL/HGB

%

30

Persentase
penanganan
sampah

%

80

Tempat
pembuangan
sampah  (TPS)
per satuan
penduduk

1036

Meningkatkan
tata kelola di
bidang
lingkungan
hidup

Nilai tata
kelola di
bidang
lingkungan
hidup

Meningkatnya
tata kelola di
bidang
lingkungan
hidup

Penegakan
hukum
lingkungan

Kasus

13

Nilai
Dinas
Lingkungan
Hidup

SAKIP

Poin

3.3. Program dan Kegiatan

Memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi daerah, target

kinerja dalam RPJMD Kabupaten Sintang dan Renstra Dinas Lingkungan

Hidup tahun 2016-2021 serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang

diperkirakan akan muncul pada tahun 2021, maka Dinas Lingkungan hidup

Kabupaten Sintang menetapkan kebijakan sebagai berikut:
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1. Mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup
sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja Dinas Lingkungan
Hidup khususnya pada indikator IKLH, dan Cakupan pengawasan
usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

2. Meningkatkan penanganan persampahan guna pencapaian
indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah
ditetapkan.

3. Mengoptimalkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terutama
dalam pengelolaan taman dan jalur hijau yang ada di dalam Kota
Sintang.

4. Memperkuat tata kelola di bidang lingkungan hidup selaras dengan
kerangka reformasi birokrasi yang telah ditetapkan melalui
peningkatan koordinasi dan layanan perencanaan serta evaluasi di
bidang Lingkungan Hidup, peningkatan layanan terhadap
pengaduan masyarakat, peningkatan tertib  pengelolaan
administrasi keuangan. administrasi layanan umum, ketatausahaan,
pengelolaan kearsipan, perlengkapan dan barang milik daerah yang
akuntabel serta layanan pengadaan barang dan jasa yang baik.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Sintang tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Kode Rekening

Urusan/Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan

Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)

Rencana Tahun 2021

Perkiraan Maju 2022

Lokasi

Target
2021

Pagu 2021

Sumber
Dana 2021

Target
2022

Pagu 2022

Catatan
Penting

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

1.03

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

2.730.089.629

1.270123.157

1.03.02

PROGRAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR (SDA)

1.499.999.700

420.000.000

1.03.02.2.01

Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah
Sungai (WS) dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

1.499.999.700

420.000.000

1.03.02.2.01.06

Pembangunan Embung dan
Penampung Air

Jumlah Embung dan Penampung
Air Lainnya yang Dibangun

Kab.
Sintang

3 Paket

1.499.999.700

DBH-DR

3 Paket

420.000.000

1.03.04

PROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM DAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN REGIONAL

665.000.000

1.03.04.2.01

Pengembangan Sistem Dan
Pengelolaan Persampahan di
Daerah Kabupaten/Kota

665.000.000

1.03.04.2.01.06

Penyediaan Sarana Persampahan

Jumlah Sarana Persampahan yang
Disediakan

Kab.
Sintang

0

APBD

3 Unit

665.000.000

1.03.09

PROGRAM
BANGUNAN
LINGKUNGANNYA

PENATAAN
DAN

310.046.268

185.033.157

1.03.09.2.01

Penyelenggaraan Penataan
Bangunan dan Lingkungannya di
Daerah Kabupaten/Kota

310.046.268

185.033.157
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1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan | Jumlah Bangunan Makam yang Kab. 2 Paket 286.945.000 APBD 0 0
Lingkungan Ditata Sintang
1.03.09.2.01.04 Pemeliharaan ~ Bangunan dan | Jumlah Bangunan Makam yang Kab. 1 Paket 23.101.268 APBD 0 0
Lingkungan Dipelihara Sintang
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
211 URUSAN PEMERINTAHAN 20.986.246.259 14.621.320.583
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 9.880.953.589 10.033.944.854
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, 19.827.000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
2.11.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Kab. 0 0 APBD 1 Dok 19.827.000
SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan | Sintang
Dokumen DPA-SKPD
2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Kab. 5.834.891.566 5.731.524.239
Perangkat Daerah Sintang
2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji Kab. 62 Orang 5.776.595.866 APBD 62 Orang 5.677.364.339
ASN dan Tunjangan ASN Sintang
2.11.01.2.02.04 Koordinasi dan  Pelaksanaan | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Kab. 1 Dok 26.274.800 APBD 1 Dok 15.438.400
Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Sintang
2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan  Penyusunan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Kab. 1 Lap 0 APBD 1 Lap 17.362.500
Laporan Keuangan Akhir Tahun | Tahun SKPD dan Laporan Hasil | Sintang
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan  Penyusunan | Jumlah Laporan Keuangan Kab. 1 Lap 14.725.900 APBD 1 Lap 10.634.000
Laporan  Keuangan Bulanan/ | Bulanan/Triwulanan/ Semesteran | Sintang
Triwulanan/ Semesteran SKPD SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
2.11.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Kab. 1 Dok 17.295.000 APBD 1 Dok 10.725.000
Analisis Prognosis Realisasi | Analisis Prognosis Realisasi | Sintang
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Anggaran Anggaran
2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat 222.387.819 184.100.607
Daerah
2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Kab. 1 Paket 1.982.200 APBD 1 Paket 4.990.700
Listrik/Penerangan Bangunan | Listrik/Penerangan Bangunan | Sintang
Kantor Kantor yang Disediakan
2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan | Jumlah Paket Peralatan dan Kab. 2 Paket 7.480.000 APBD 2 Paket 25.237.500
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang | Sintang
Disediakan
2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kab. 5 Paket 18.968.719 APBD 2 Paket 51.150.607
Kantor yang Disediakan Sintang
2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. 1 Paket 12.439.900 APBD 1 Paket 19.996.800
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Sintang
2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kab. 20 Lap 181.517.000 APBD 25 Lap 82.725.000
dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Sintang
SKPD
2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 0 23.400.000
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
2.11.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah  Paket  Mebel yang Kab. 1 Paket 0 APBD 0 23.400.000
Disediakan Sintang
2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 3.762.580.000 3.934.960.000
Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. 1 Lap 480.000 APBD 1 Lap 4.000.000
Surat Menyurat Sintang
2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa  Komunikasi, | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. 12 Lap 129.960.000 APBD 12 Lap 146.940.000
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan | Sintang
Listrik yang Disediakan
2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. 12 Lap 363.2140.000 APBD 12 Lap 3.784.020.000
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang | Sintang

Disediakan

2.11.01.2.09

Milik
Urusan

Pemeliharaan Barang
Daerah Penunjang
Pemerintahan Daerah

61.049.204

140.133.008
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2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Jumlah Kendaraan Perorangan Kab. 27 Unit 21.262.588 APBD 27 Unit 55.625.786
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak | Dinas atau Kendaraan Dinas | Sintang
Kendaraan Perorangan Dinas atau | Jabatan yang Dipelihara dan
Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Jumlah Kendaraan Dinas Kab. 5 Unit 39.831.616 APBD 5 Unit 84.507.222
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan | Operasional atau Lapangan yang | Sintang
Perizinan Kendaraan Dinas | Dipelihara
Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
PROGRAM PERENCANAAN 166.979.930 0
LINGKUNGAN HIDUP
Penyelenggaraan Kajian 166.979.930 0
Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) Kabupaten/Kota
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS | Jumlah Dokumen KLHS untuk KRP Kab. 1 Dok 166.979.930 APBD 0 0
untuk KRP yang Berpotensi | yang Berpotensi Menimbulkan | Sintang
Menimbulkan Dampak/Resiko | Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup yang disusun
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN 9.627.954.100 3.396.950.850
PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran 1.345.314.500 280.540.250
dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
2.11.03.2.01.01 Koordinasi,  Sinkronisasi, dan | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Kab. 14 Dok 1.311.319.000 APBD 14 Dok 21.124.000
Pelaksanaan Pencegahan | Lingkungan Hidup Dilaksanakan | Sintang
Pencemaran Lingkungan Hidup | Terhadap Media Tanah, Air, Udara,
Dilaksanakan Terhadap Media | dan Laut
Tanah, Air, Udara, dan Laut
2.11.03.2.01.02 Koordinasi,  Sinkronisasi  dan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kab. 1 Dok 21.501.000 APBD 1 Dok 19.507.000
Pelaksanaan Pengendalian Emisi | dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas | Sintang

Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim

Rumah Kaca dari Sektor
Lingkungan Hidup yang
Dilaksanakan
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2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium | Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Kab. 1 Dok 12.494.500 APBD 1 Dok 239.909.250
Lingkungan Hidup Kabupaten/ | Pengujian Parameter Kualitas | Sintang
Kota Lingkungan dan Dokumen Mutu
yang Dilaksanakan
2.11.03.2.02 Penanggulangan  Pencemaran 2.237.539.500 653.768.900
dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
2.11.03.2.01 Pemberian Informasi Peringatan | Jumlah Laporan Sosialisasi Kab. 27 Lap 528.416.500 DBH-DR 27 Lap 523.768.900
Pencemaran dan/atau Kerusakan | Informasi Peringatan Pencemaran | Sintang
Lingkungan Hidup pada | dan/atau Kerusakan Lingkungan
Masyarakat Hidup pada  Masyarakat di
Kabupaten/Kota yang
Dilaksanakan  Jumlah Laporan
Sosialisasi Informasi Peringatan
Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup pada
Masyarakat di Kabupaten/Kota
yang Dilaksanakan
2.11.03.2.03 Penghentian Pencemaran dan/atau | Jumlah Laporan Sumber Pencemar Kab. 1 Lap 1.709.123.000 DBH-DR 1 Lap 130.000.000
Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan | Sintang
Hidup yang Dihentikan Jumlah
Laporan Sumber Pencemar
dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup yang Dihentikan
2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/ 6.045.100.100 2.462.641.700
atau Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota
2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi  dan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Kab. 1 Dok 6.045.100.100 DBH-DR 1 Dok 2.462.641.700
Pelaksanaan Rehabilitasi Sinkronisasi dan  Pelaksanaan | Sintang
Rehabilitasi
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN 72.240.005 150.501.652
KEANEKARAGAMAN HAYATI
(KEHATI)
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman 72.240.005 150.501.652
Hayati Kabupaten/Kota
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2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | Jumlah/luas Ruang Terbuka Hijau Kab. 5,7 Ha 72.240.005 APBD 5,7 Ha 150.501.652
(RTH) (RTH) yang Dikelola Sintang
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN 48.322.340 58.755.800
PENGAWASAN TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan 48.322.340 58.755.800
Terhadap Usaha  dan/atau
Kegiatan yang Izin Lingkungan
dan Izin PPLH Diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan | Jumlah Rekomendasi dan/atau Kab. 1 Dok 33.322.590 APBD 1 Dok 30.395.000
dan Kewajiban Izin Lingkungan | Persetujuan Teknis, Persetujuan | Sintang
dan/atau Izin PPLH Lingkungan, dan Surat Kelayakan
Operasi yang Diberikan
2.11.06.2.01.03 Pengawasan  Usaha dan/atau | Jumlah Laporan Dari Usaha Kab. 1 Lap 14.999.750 APBD 1 Lap 28.360.800
Kegiatan yang Izin Lingkungan | dan/atau Kegiatan yang Diawasi | Sintang
Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan | Izin  Lingkungan, Persetujuan
oleh Pemerintah Daerah | Lingkungan, Surat Kelayakan
Kabupaten/Kota Operasi oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN 18.480.500 25.666.500
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT
2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan 18.480.500 25.666.500
Lingkungan Hidup  Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/ | Jumlah Masyarakat/Lembaga Kab. 3 Sekolah 18.480.500 APBD 1 Sekolah 25.666.500
Lembaga Masyarakat/Dunia | Masyarakat/Dunia  Usaha/Dunia | Sintang
Usaha/Dunia Pendidikan/ | Pendidikan/Filantrophi yang

Filantropi dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dinilai Kinerjanya dalam rangka
PPLH
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2.11.10 PROGRAM PENANGANAN 10.619.000 19.689.000
PENGADUAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan 10.619.000 19.689.000
Masyarakat di Bidang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan  Hidup (PPLH)
Kabupaten/Kota
2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan | Jumlah Laporan Pengaduan Kab. 1 Lap 10.619.000 APBD 1 Lap 19.689.000
Masyarakat  Terhadap PPLH | Masyarakat Terhadap PPLH | Sintang
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
Ditindaklanjuti/Ditangani
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN 116.0696.795 935.811.927
PERSAMPAHAN
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 1.160.696.795 935.811.927
2.11.11.2.01.03 Penanganan  Sampah  dengan | Jumlah Laporan Sampah yang Kab. 1 Lap 98.671.544 APBD 1 Lap 195.128.069
Melakukan Pemilahan, | Tertangani dengan Proses | Sintang
Pengumpulan, Pengangkutan, | Pemilahan, Pengumpulan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | pengangkutan dan Pemrosesan
Sampah di TPA/TPST/SPA | Akhir
Kabupaten/Kota
2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta | Jumlah Laporan Wajib Retribusi Kab. 1 Lap 141.981.590 APBD 1 Lap 143.619.893
Masyarakat dalam Pengelolaan | Persampahan yang Ditangani Sintang
Persampahan
2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah Laporan Volume Sampah Kab. 1 Lap 920.043.661 APBD 1 Lap 597.063.965
Penyediaan Prasarana dan Sarana | yang Tertangani Sintang

Pengelolaan Persampahan
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BAB 1V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan
rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.
Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

dilihat pada tabel berikut:
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BABYV
PENUTUP

Rencana Kerja (renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang
merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional tahunan
yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai pada tahun anggaran
2021. Renja ini disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021.

Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang akan
dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran [RKA)
Tahun Anggaran 2021 dan pedoman dalam pelaksanaan tugas serta menjadi
instrumen yang digunakan untuk evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan
tahunan daerah pada tahun 2021, dimana evaluasi pelaksanaan renja
tersebut akan dilakukan setiap triwulan secara berkala, Apabila dalam
pelaksanaan renja terdapat perubahan lingkungan strategis, maka dapat
dimunghkinkan adanya revisi/perubahan terhadap renja.

Sintang, |uli 2020

A k ki I
hnatitama Mady
721 199603 1 004
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